GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PRODUKSI,
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PAPUA,

bahwa berdasarkan evaluasi mengenai pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol khusus dalam Pasal 4 dan Pasal 9, menimbulkan
potensi untuk produksi, peredaran dan penjualan minuman
beralkohol, maka perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi,
Pengedaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang ......... /2



Menetapkan

-0 -

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Dan Penjualan
Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun
2013 Nomor 15);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 705);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG

PELARANGAN PRODUKSI, PENGEDARAN, DAN PENJUALAN
MINUMAL BERALKOHOL.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun
2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Dan Penjualan Minuman
Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 15, diubah
sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 4 dihapus.
Pasal 4

Dihapus.

Ketentuan Pasal 9 dihapus.
Pasal 9

Dihapus.

Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan
Pasal 8, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak
pidana pelanggaran.

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu Pasal Baru, yaitu Pasal 15
A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang
mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua wajib disesuaikan dengan Peraturan
Daerah ini dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Dan Penjualan Minuman
Beralkohol paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan
Daerah ini.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PRODUKSI,
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat dari
berbagai ancaman bahaya, baik yang bersifat potensial maupun yang bersifat
faktual. Di Provinsi Papua, secara faktual konsumsi minuman beralkohol
dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terkendali dalam batas yang wajar
dan menimbulkan dampak negatif yang cenderung mengancam hidup dan
kehidupan masyarakat Papua pada umumnya dan khususnya orang asli Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 15 A
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas






